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TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK “ROEBIANDINI DAN REKAN”
SEBAGAI AUDITOR EKSTERNAL BANK PERKREDITAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

RAHARJA WANAYASA
BUPATI PURWAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah, Direksi menyampaikan
perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan
laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan
publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan
kepada kepala daerah paling lambat 4 (empat) bulan
setelah berakhir tahun buku untuk mendapat
pengesahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk kantor
akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa
Keuangan sebagai auditor eksternal laporan keuangan
pada Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa;

bahwa  penunjukan kantor akuntan  publik
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/
POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/
2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
Perkreditan Rakyat;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/
POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan
Jasa Keuangan;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/
POJK.03/2017 tentang  Transparansi Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002;




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Surat Rekomendasi Dewan Pengawas PD BPR Raharja
Wanayasa Nomor DP/08/BPR-Adm/XII/2018, tanggal
26 Desember 2018 perihal Usulan Penunjukan Jasa Audit
Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan PD BPR
Raharja Wanayasa Tahun Buku 2018;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk kantor akuntan publik dibawah ini sebagai
auditor eksternal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Raharja Wanayasa :

a. Nama : Kantor Akuntan Publik “Roebiandini dan
Rekan”

b. Izin : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 684/
KM.1/2008

c. Alamat : Jalan Sidoluhur No.26 Sukaluyu, Telepon
(022) 2512337, faxs (022) 2504779
Bandung - 40123

Akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU mempunyai tugas melaksanakan audit terhadap
laporan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Raharja Wanayasa untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

& BUPATI PURWAKARTA, /}/
-
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